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TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013
tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013
tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran

yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang
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melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
2. UAKPA Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang melakukan

kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja dekonsentrasi.
3. UAKPA Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang melakukan

kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja tugas
pembantuan.

4. UAKPA Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang melakukan
kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja urusan
bersama.

5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit
akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan
seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.

6. UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di
pemerintah provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan
keuangan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah yang
mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya.

7. UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di
pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan
keuangan dari seluruh seluruh satuan kerja perangkat daerah yang
mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.

8. UAPPA-W Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang berada di
pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan
Keuangan dari seluruh seluruh satuan kerja perangkat daerah yang
mendapatkan alokasi dana urusan bersama di wilayah kerjanya.

9. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah unit
akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan
seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang
langsung berada di bawahnya.

10. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang
selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat
kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan
kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-E1 yang
berada di bawahnya.

11. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga
pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

13. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk
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